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Partisipasi atau peran serta aktif dari masyarakat kembali menjadi gagasan utama yang memayungi visi misi banyak daerah, termasuk Propinsi Jawa Barat. Secara teoritis, partisipasi adalah cara-cara melalui mana masyarakat luas  dapat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan publik, pelaksanaan dan juga pengawasannya. Pada prakteknya, tentu saja kondisi ini tidak selalu terjadi, karena bisa jadi proses partisipasi berlangsung tidak efektif atau bisa digunakan secara efektif namun untuk kepentingan lain yang berbeda dari tujuan awalnya. 

Partisipasi yang ideal sesungguhnya dibangun dengan suatu ambisi bahwa keterlibatan atau peran serta dari masyarakat tersebut akan memiliki efek “transformatif” atau daya ubah terhadap praktek-praktek pembangunan yang memelihara berbagai bentuk ketidakadilan sosial.
 Partisipasi  masyarakat yang efektif  dipercaya akan memberikan efek positif terhadap individu warga seperti diperolehnya pengetahuan baru, terjadinya perubahan sikap dan kesepahaman, terbangunnya kepemimpinan dan rasa percaya diri. Selain efek individual tersebut, partisipasi juga dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang  dihasilkan, yaitu  menjadi lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat, lebih diterima dan dengan demikian lebih mudah diterapkan. 

Intensitas dan Dampak Partisipasi 

Satu situasi yang menggembirakan saat ini adalah bahwa warga yang relatif menjadi lebih terorganisir dan kritis tidak lagi dapat dengan mudah di manipulasi melalui partisipasi yang semu. Studi yang sedang dilakukan di lima kota/kabupaten (dua diantaranya di Propinsi Jawa Barat)
 menunjukkan bahkan pemerintah daerah dan atau DPRD setempat nampaknya telah melakukan berbagai tindakan yang lebih sungguh-sungguh untuk merespon keinginan dari masyarakatnya untuk mendapatkan akses yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan publik. Indikasi positif lain dapat dilihat melalui meningkatnya kualitas partisipasi yang dijalankan, makin inklusifnya peserta, semakin banyaknya aturan dan kerangka hukum yang mengatur partisipasi
  dan juga semakin besarnya sumber daya yang bisa digunakan untuk membiayai program yang dirumuskan melalui proses yang partisipatoris. Hasil dari proses partisipasi yang telah dan sedang berlangsung di beberapa daerah dimana studi ini dilakukan menunjukkan adanya beberapa potensi seperti:

· Partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti perencanaan dan alokasi anggaran. Efek dari tindakan koreksi ini semakin tinggi di daerah-daerah dimana masyarakatnya aktif dan dimana aturan daerahnya mendukung.

· Pelibatan warga dan organisasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi sumber munculnya pendekatan-pendekatan dan program pembangunan yang lebih inventif dan inovatif. Pendekatan yang inovatif lebih berkembang di dalam situasi dimana pimpinan daerah juga memiliki cara berpikir yang inovatif.

· Keterlibatan aktif kelompok marjinal berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif. Semakin terorganisir kelompok marjinal, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk memiliki kemampuan mempengaruhi.

· Proses partisipatoris berpotensi menjadi media komunikasi dan deliberasi yang bisa mengurangi potensi konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif

Namun demikian, seperti telah diingatkan oleh Arnstein dalam tulisannya Ladder of Citizen Participation
, partisipasi sering dilakukan tanpa adanya pengaruh signifikan terhadap keputusan yang diambil. Pengalaman partisipasi yang telah berlangsung di berbagai daerah studi juga menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan untuk dapat memproduksi suatu efek transformatif dan empowerment seperti yang diharapkan.   Beberapa kelemahan yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas partisipasi  antara lain:

· Belum meratanya kemauan politik maupun pemahaman di jajaran pemerintahan tentang pentingnya dan tentang keuntungan apa yang bisa diperoleh dari proses partisipasi. Tidak jarang partisipasi diselenggarakan semata sebagai formalitas proyek yang semakin lama kualitasnya semakin menurun.

· Kebijakan dan peraturan yang ada yang mengatur tentang proses partisipasi dalam tata kepemerintahan di daerah tidak cukup mengikat dan tidak memberikan insentif yang cukup berarti untuk diterapkan secara serius dan berkelanjutan.  Sementara itu proses monitoring dan penegakan hukum dari aturan​-aturan ini juga belum menjadi prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

· Forum-forum warga atau forum multi-stakeholders yang berpotensi menjadi media penyalur suara warga seringkali tidak mampu mengembangkan dan mempertahankan diri menjadi lembaga yang demokratis dan kuat. Anggota atau peserta membutuhkan penguatan-penguatan untuk menjadikan dirinya lebih kompeten dalam berpartisipasi. Walaupun masalah yang dihadapi setiap forum dan asosiasi berbeda secara detilnya, ada beberapa persoalan dasar yang dihadapi yaitu yang terkait dengan aspek kepemimpinan, transparansi, kompetensi, dan akses terhadap sumberdaya.

· Para perencana, pelaksana dan fasilitator program partisipatif sering menghadapi kesulitan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana caranya?” agar warga bisa berpartisipasi secara efektif dan agar tidak terjadi dominasi kepentingan tertentu dalam suatu forum partisipatif. Pengetahuan dan ketrampilan menyelenggarakan forum-forum partisipatif dan penguasaan metode serta teknik partisipasi harus diakui tidak mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam beberapa tahun belakangan ini, bahkan dapat dikatakan sedang mengalami proses involusi dan degradasi
Pengalaman Partisipasi di Jawa Barat 
Pelajaran  dari pengalaman di Jawa Barat selama ini pada tahun-tahun di awal reformasi menunjukkan bahwa  partisipasi mengalami peningkatan. Bukti-bukti yang terungkap dari studi yang dilakukan pada tahun 2002 menunjukkan bahwa akses warga terhadap proses kepemerintahan di tingkat lokal secara bertahap telah terkuak. Kelompok-kelompok  lebih aktif menuntut agar disertakan dalam pengambilan keputusan baik yang terkait dengan program-program pembangunan  maupun partisipasi politik secara lebih umum. Organisasi masyarakat dan LSM nampaknya lebih siap dan fleksibel untuk menerapkan strategi partnership dalam interaksinya dengan aparat negara. 
   
Namun saat ini, hasil pengamatan terbaru menunjukkan bahwa tidak jarang partisipasi mengalami kemandegan dan ketersumbatan. Hasil studi mengemukakan dengan cukup gamblang persoalan dan kesulitan yang dihadapi dalam menjalani proses untuk mendorong partisipasi yang bermakna di Jawa Barat. Ada masalah-masalah yang terkait dengan aspek historis dan kebiasaan sehari-hari dari masyarakat seperti sifat pragmatisme dan opportunisme yang  menghargai perubahan yang sifatnya materialis dan berjangka pendek. Ada pula masalah yang terkait dengan kebiasaan dan mekanisme kerja birokrasi yang kurang mendukung.  Dalam mengatasi situasi ini, sesungguhnya pemerintah propinsi bisa menjalankan peran lebih besar. 
Apa yang dapat Dilakukan ke Depan?  

Menciptakan dan mempertahankan partisipasi warga bukanlah yang mudah. Apalagi meningkatkan efektivitasnya. Tantangan yang paling besar ke depan adalah bagaimana agar akses yang telah diperoleh warga dalam pengambilan keputusan pada akhirnya akan menghasilkan kemajuan ekonomi dan keadilan sosial. Bagaimana akses yang sudah mulai terkuak untuk warga berpartisipasi bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan lain, misalnya meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja, mempertahankan kualitas lingkungan hidup, memperbaiki pelayanan publik, dll. Dan hal itu hanya bisa terjadi jika dalam jangka panjang, peran-peran katalis lokal, seperti LSM dan ORMAS  bisa menjadi mediator dalam mengangkat partisipasi yang bermakna ke depan.  
Beberapa usulan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di masa mendatang adalah sebagai berikut: 
Mendorong Monitoring dan Law Enforcement untuk  Partisipasi dan Transparansi

Bagi daerah-daerah yang sudah memiliki berbagai aturan seperti Peraturan Daerah tentang Partisipasi dan Transparansi, langkah pendukung yang diperlukan adalah mendorong penerapannya. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menyebarluaskan atau mendiseminasikan aturan yang ada dan menyemangati organisasi masyarakat sipil setempat untuk memonitor pelaksanaannya. Sementara bagi daerah-daerah yang belum memiliki aturan serupa dapat didorong oleh Pemerintah Propinsi untuk mereplikasinya dengan memperhatikan pelajaran-pelajaran dari daerah yang dianggap sudah berhasil menerapkan peraturan tersebut. 
Menetapkan suatu standar audit kinerja yang terukur dan realistis untuk kepentingan monitoring. Saat ini upaya melakukan monitoring kualitas partisipasi hampir tidak terjadi. Pemerintah kadang-kadang melakukan evaluasi namun hasilnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Proses penilaian sebaiknya berlangsung secara terus menerus dan pemerintah (kota kabupaten, propinsi atau pemerintah pusat) bisa melakukan self-monitoring dan menggunakan hasil monitoring untuk melakukan tindakan perbaikan.  

Mengembangkan Strategi Promosi untuk Memperbaharui Spirit Partisipatoris

Menerapkan pendekatan partisipatif sudah banyak diadopsi oleh daerah, namun acapkali dilakukan secara terpaksa atau dengan maksud yang berbeda (misalnya dilakukan sebagai proyek semata). Banyak dari praktisi kurang menyadari kemanfaatan yang akan diperoleh dengan meningkatnya partisipasi. Alasan ini menyebabkan pentingnya gerakan social marketing ide-ide partisipasi dalam bentuk yang lebih inovatif. Gerakan marketing ide ini dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan memberikan pemahaman lebih dalam tentang makna dan keuntungan dari partisipasi dan menyediakan insentif jangka pendek bagi mereka yang melaksanakan pendekatan partisipatoris. Diharapkan motivasi untuk mendorong partisipasi akan muncul dari kedua belah pihak, pemerintah maupun warga sendiri.

Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan tentang cara-cara untuk menyelenggarakan dan mendorong partisipasi yang efektif  

Perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatan pengetahuan dan ketrampilan dari pemerintah daerah (eksekutif maupun legislatif) tentang cara-cara mendorong partisipasi yang efektif dan bermakna. Beberapa program pelatihan dan upaya lain untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang cara-cara yang bisa dilakukan aparat birokrasi dan DPRD yang dikombinasikan dengan asistensi teknis yang terus menerus akan sangat membantu.

Meningkatkan peran DPRD untuk mengangkat partisipasi 

Peran DPRD untuk mendorong partisipasi yang bermakna dapat dilakukan dengan meningkatkan interaksi dua arah antara anggota DPRD dengan masyarakat antara lain melalui proses konsultasi dengan masyarakat tentang anggaran maupun Peraturan Daerah lainnya sebelum pengesahannya.  DPRD sebaiknya mempublikasikan R/APBD maupun draft-draft peraturan yang sedang dipersiapkan melalui selebaran, surat kabar dan website. Bersama-sama dengan masyarakat, DPRD juga dapat memantau pelaksanaan Perda  tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Dan terakhir, DPRD dapat merevisi tata tertibnya untuk memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 
Meningkatkan kompetensi warga: penguatan Forum-forum Warga dan Forum Multi​Stakeholders

Melakukan kajian diagnostik kepada forum-forum yang masih dan pernah eksis untuk memahami karakteristik, harapan maupun hambatan yang mereka hadapi.  Memahami situasi yang dihadapi oleh forum-forum warga dan forum multi​stakeholders adalah langkah awal yang diperlukan untuk menetapkan prioritas penguatan yang diperlukan oleh masing-masing forum. Kebanyakan forum-forum saat ini tengah berada dalam situasi yang sulit. Oleh sebab itu yang mereka butuhkan adalah ketrampilan-ketrampilan inti untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Dalam konteks penguatan forum,  sebaiknya  prioritas diberikan pada tiga hal: (a) mengembangkan demokrasi internal di dalam forum seperti bagaimana memilih pemimpin dan melaksanakan proses deliberatif dalam pengambilan keputusan; (b) mengembangkan proses kemitraan dengan institusi pemerintah daerah maupun DPRD; (c) mendampingi forum untuk menggalang sumber daya untuk membiayai aktivitas forum sehari​hari.

Pemerintah bisa menciptakan berbagai  kesempatan dimana warga biasa dan pengambil keputusan bisa bertemu dan berbicara tentang berbagai kebijakan dan isu-isu publik yang dianggap prioritas. Misalnya dengan menyelenggarakan forum-forum deliberatif di berbagai level baik di kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten maupun di tingkat propinsi untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi kepedulian bersama dan mencari jalan keluarnya seperti isu pendidikan dan pedesaan, Usaha Kecil dan Koperasi, Penataan Ruang, Penyederhanaan Perijinan, Penataan Kaki Lima, dll.
Pembaharuan Metode dan Teknik Partisipasi

Mendorong inisiatif partisipatoris dan forum deliberatif menuntut adanya fasilitator yang terlatih dan handal. Berbagai program berskala nasional telah melatih sejumlah fasilitator. Dengan pengalaman yang mereka miliki, sesungguhnya kelompok fasilitator ini bisa menjadi motor perubahan. Pemerintah propinsi bisa memperkuat kapasitas mereka untuk ketrampilan yang lebih spesifik misalnya meningkatkan kemampuan mendesain dan memfasilitasi forum-forum deliberatif.

Material dasar yang diperlukan sudah dikembangkan oleh berbagai organisasi namun umumnya masih berbahasa Inggris.  Teknik yang ada dan sering digunakan (seperti misalnya dalam proses Musrenbang dan Forum SKPD) memerlukan proses penyegaran dan modifikasi baru perlu untuk membuatnya lebih  efektif. Semakin spesifik metode dan teknik yang dikembangkan akan semakin baik. Sebagai contoh: “Bagaimana menerapkan partisipasi dalam menyusun perencanaan tata ruang”. 
Memastikan Adanya Sumber Dana yang Dapat Diandalkan

Untuk memfasilitasi proses partisipasi yang berkelanjutan diperlukan dukungan finansial yang dapat diandalkan baik di level komunitas maupun di dalam organisasi pemerintah sendiri. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan secara simulatan antara lain: mendampingi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang sesuai untuk berbagai inisiatif yang partisipatoris dan mendorong alokasi yang lebih besar untuk devolusi fiskal ke tingkat desa/kelurahan. 
� Saat ini adalah Direktur B-Trust Advocacy Group, suatu lembaga independen yang bekerja memperkuat inovasi dalam tata kepemerintah daerah. B-Trust saat ini bekerja bersama dengan beberapa pemerintah kota/kabupaten dan propinsi Jawa Barat dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan publik.


� Lihat Hickey, Samuel and Mohan, Giles (eds), Participation: from Tyranny to Transformation?: Exploring New Approaches to Participation in Development, London, Zed Books, 2004. 


� Saat ini penulis sedang melakukan studi yang berjudul “Promoting Civic Engagement in Indonesia: Policy, Strategy and Agenda”. Studi dilakukan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kebumen, Kota Solo dan Kota Parepare  atas dukungan LGSP-USAID. 


� Walaupun beberapa studi tentang legal framework untuk proses partisipasi juga mengingatkan bahwa jumlah peraturan yang terus bertambah menuntut adanya sinkronisasi dan harmonisasi, yang saat ini diakui merupakan salah satu masalah besar di era desentralisasi di Indonesia.
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